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BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN  DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1  Pengendalian Intern


    Pada perusahaan yang telah  mempunyai ruang lingkup operasi cukup luas dengan berbagai masalah yang timbul harus ditanggulangi pimpinan perusahaan tidak mungkin melaksanakan pengawasannya sendiri, dikarenakan jenjang pengawasannya cukup luas. Maka untuk mengantisipasi diperlukannya alat bantu pengendalian, alat bantu pengendalian yang dimaksud adalah pengendalian intern.  
2.1.1.1  Pengertian Pengendalian Intern


        Didalam suatu lingkup perusahaan yang sedang berkembang, pengendalian intern sangatlah diperlukan, karena adanya keterbatasan kemampuan pimpinan sehingga perlu melimpahkan wewenang agar perusahaan itu terjaga dari setiap kemungkinan yang akan terjadi. Dapat dikatakan pengendalian intern itu diperlukan untuk pihak pimpinan sebab tanggungjawab pimpinanlah untuk mengadakan suatu pengendalian intern yang baik.   



Pengendalian Intern menurut Krismiaji (2005:218), menyatakan bahwa: 

          “Pengendalian Intern (Internal Control) adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efesiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajer.”  


          Sedangkan menurut  Sukrisno Agoes (2005:79), menyatakan bahwa :

           ”Pengendalian Intern adalah sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personal lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang 3 (tiga) golongan tujuan berikut: (a) Keandalan pelaporan keuangan, (b) Kesesuaian Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, dan (c) Efektivitas dan efisiensi operasi.”                                   


                                                                                        






          
            Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pengendalian intern dalam suatu perusahaan merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri lagi terutama apabila perusahaan itu adalah perusahaan besar dan didalamnya terdapat pemisahan fungsi. Kemampuan manajer untuk mengawasi dan mengendalikan perusahaan serta karyawan sangat terbatas sehingga manajer perlu melimpahkan wewenang kepada bawahan, namun tanggungjawab tetap berada ditangan manajer. 
2.1.1.2  Tujuan Pengendalian Intern

           Tujuan pengendalian intern  yang dikemukakan The Institute of Internal   Auditor, antara lain:
 a.”Dapat dipercaya dan Intergritas Informasi

             b.Ketaatan Pada Kebijakan, Rencana, Prosedur, Dan Peraturan

       c.Pengamanan aktiva

       d.Ekonomis dan efisiensi operasi

       e.Efektivitas pencapaian tujuan.”
 Adapun  penjelasan kutipan di atas sebagai berikut:
a. Dapat dipercaya dan intergritas informasi


Sistem informasi telah menjadi semakin meningkat seiring dengan semakin besar dan kompleksnya organisasi. Pada prinsipnya terdapat dua aspek, yaitu: aspek sistem informasi akuntansi keuangan, dan aspek sistem operasi. Tujuannya untuk menjaga, dapat dipercaya, dan intergritas sistem informasi adalah sangat penting untuk proses pengambilan keputusan oleh manajemen.  

b.Ketaatan Pada Kebijakan, Rencana, Prosedur, Dan Peraturan


Salah satu cara yang dipakai  manajemen untuk menjaga pengendalian intern adalah dengan menetapkan berbagai kebijakan, rencana, dan prosedur Undang-Undang dan peraturan biasanya ditetapkan oleh pihak luar organisasi. Tujuannya dari pengendalian intern adalah memastikan bahwa suatu operasi dapat berjalan dengan baik, sistematis, dan berurutan.  

c.Pengamanan aktiva


 Pengendalian yang paling nyata adalah desain dan implementasi untuk melindungi   aktiva organisasi-organisasi. Pengendalian ini mencakup anatara lain, kunci-kunci setiap akses pintu masuk atau keluar, password komputer, dan lain-lain.


d.Ekonomis dan efisiensi operasi


Prinsip dasar yang harus ditetapkan organisasi-organisasi adalah menggunakan sumber daya yang terbatas seekonomis dan seefesien mungkin untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya.
e.Efektivitas pencapaian tujuan  

Fokus seluruh pengendalian intern adalah bagaimana aktiva organisasi secara keseluruhan harus mengarah pada pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa sistem informasi sangat penting untuk proses pengambilan keputusan oleh manajemen, agar suatu operasi  dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat sebaik-baiknya, dan organisasi dapat mengarahkan pada pencapaian tujuan organisasi.

2.1.1.3  Komponen Pengendalian Intern

           Menurut Commite of Sporsoring of Organization of the Treadway Commision (COSO) yang disajikan oleh Marshal  dan Paul John (2004:231), pengendalian intern adalah suatu proses dari aktivitas operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari proses manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Struktur  pengendalian intern terdiri dari lima (5) komponen antara lain:


 1. ”Control Environment (Lingkungan Pengendalian)  

             2. Risk Assesment (Penaksiran Risiko)

 3. Control Activities (Aktivitas Pengendalian)

 4. Information and Communication (Informasi dan Komunikasi)

 5. Monitoring (Pemantauan).”

Adapun penjelasan kutipan di atas sebagai berikut:      
1. Control Environment (Lingkungan Pengendalian)  

        Menetapakan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian organisasi-organisasinya, lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk seluruh komponen pengendalian intern yang membentuk disiplin dan struktur lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan manager entitas mengenai pentingnya pengendalian intern entitas, efektivitas informasi dan komunikasi serta aktiva pengendalian intern sangat ditentukan oleh atmosfer yang diciptakan oleh lingkungan pengendalian.



Faktor yang bentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas antara lain:
a) Nilai Intergritas dan Etika 


Efektivitas pengendalian inter bersumber dari organisasi yang merancang dan melaksanakannya. Pengendalian intern yang memadai rancangannya, namun dijalankan oleh orang yang tidak memiliki intergritas dan etika, akan mengakibatkan tidak terwujudnya tujuan pengendalian intert oleh karena itu tanggungjawab adalah menunjang tinggi nilai intergritas dan etika. 

b) Komitmen terhadap kompetensi


Untuk mencapai tujuan entitas, personel disetiap tingkat organisasi harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas pengakuan dan keterampilan yang diperlukan, paduan anatara kecerdasan, latihan, dan pengalaman yang dituntut dalam pengembangan kompetensi.  
c) Adanya Komite Audit

Komite audit yang efektif adalah pengendalian independen dari manager dan anggota-anggotanya dan meneliti dengan cermat aktivitas manager. Komite audit ini harus selalu mengadakan komunikasi baik dengan auditor internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk membahas berbagai masalah yang mungkin berkaitan dengan sesuatu seperti intergritas ataupun tindakan-tindakan manajemen. 

d) Filosofi manajemen dan Gaya Kepemimpinan
        Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi entitas dan karyawannya. Filosofi adalah apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan oleh entitas. Filosofi memberikan jawaban atas pertanyan-pertanyaan:    
· Apa yang menjadi alasan entitas beraktifitas,

· Bagaimana entitas melaksanakan aktifitasnya,

· Apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dilakukan entitas.
e)  Struktur Organisasi


Organisasi dibentuk oleh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Orang  bergabung dalam suatu organisasi, karena ingin mencapai tujuan-tujuan yang tidak dicapai dengan kemampuan yang dimilikinya sendiri struktur organisasi memberikan kerangka untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan aktivitas entitas. Pengembangan struktur organisasi suatu entitas mencakup pembegian wewenang dan tanggungjawab didalam suatu orgaisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

f)   Penugasan Wewenang dan Tanggungjawab



Merupakan perluasan lebih lanjut pengembangan struktur organisasi dengan pembagian wewenang yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan sebagai sumber daya yang dimiliki untuk memcapai tujuan. Organisasi pembagian yang jelas akan memudahkan pertanggungjawaban konsumsi sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.   

g)  Kebijakan Sumber   Daya Manusia dan Penerapannya



Sumber Daya Manusia merupakan unsur penting dalam setiap pengendalian intern jika entitas memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian inter yang lain dapat dikurangi sampai batas minimum dan entitas tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuanagan yang dapat diandalkan. 
2. Risk Assesment (Penaksiran Risiko)

       Risk Assesment adalah usaha manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang relevan   dalam menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.



Faktor  yang bentuk Penaksiran Risiko dalam suatu entitas antara lain:

a) Adanya pemahaman tujuan yang ingin dicapai

b) Adanya identifikasi terhadap risiko 

c) Adanya pengawasan terhadap risiko

d) Risiko diprioritaskan berdasarkan signifikannya.

3. Control Activities (Aktivitas Pengendalian)

      Control Activities adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif. 


    Faktor  yang bentuk Aktivitas Pengendalian  dalam suatu entitas antara lain:
         a) Pemisahan tugas yang memadai 
b) Otorisasi transaksi dan aktivitas 

c) Dokumen-dokumen dan catatan yang memadai
d) Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan
e) Pengawasan yang independen terhadap kinerja.
4. Information and Communication (Informasi dan Komunikasi)

 
   Information and Communication adalah metode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan semua transaksi entitas, sistem akuntansi yang efektif dan memberikan keyakinan memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah:

· Sah dan valid
· Telah diotorisasi

· Telah dicatat

· Telah digolongkan secara wajar

· Telah dicatat dalam periode yang seharusnya.

· Telah dimasukan kedalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar.
5. Monitoring (Pemantauan)  

   Pemantauan merupakan sebuah proses evaluasi kualitas pengendalian  yang telah dilakukan.
2.2  Efektivitas


    Menurut Arens Alvin dan Beasley Mark (2006:496), menyatakan bahwa :

 “Efektivitas merujuk kepencapaian tujuan, sedangkan efisiensi mengecek   sumber daya yang digunakan untuk mendapat tujuan itu.”   
 Sedangkan menurut Azhar Susanto (2004:100), menyatakan bahwa:
             “Efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan satu atau beberapa tujuan telah dicapai.”                                                                                                       


Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa suatu pelaksanaan aktivitas yang efektif diperlukan :

           1.Adanya ketetapan tujuan pelaksanaan yang jelas.

           2.Adanya pedoman teknis berupa kebijakan, program, prosedur, dan standar pelaksanaan pekerjaaan yang memadai.

           3.Adanya prosedur pengawasan yang memadai.

           4.Adanya pembatasan biaya atau dana.
2.3  Zakat
2.3.1  Pengertian Zakat


       Zakat yang ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti: keberkahan (Albarokatu), tumbuhan dan perkembangan (Al-namaa), kesucian (Ath-thaharatu), keberesan (Ash-sholahu). Dilihat dari segi istilah Fiqh, menurut Nuruddin  (2006:6), menyatakan bahwa:                                                                                                                                                                                   
 “Zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak.” 

         Sedangkan  menurut HO.Taufiqullah (2004:3), menyatakan bahwa:
 “Zakat merupakan  salah satu pesan Islam yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar umat manusia, yakni terciptanya 
kesejahteraan ekonomi yang makin menajam seimbang, tidak menumbuhkan kecemburuan yang makin menajam antara kaum kaya dan golongan miskin .”  




                                                           
         Berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Zakat merupakan bagian harta yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada  orang-orang yang berhak (mustahiq), untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi.

2.3.2  Hikmah Dan Manfaat Zakat



 Mengenai hal ini Didin Hafidhuddin (2002:10), mengemukakan tentang hikmah dan manfaat zakat antara lain:

1.Sebagai perwujudan keimanan Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. 

2.Karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dapat  beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasud.

3.Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah yang karena kesibukannya.

4.Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam.

5.Untuk kemasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

6.Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.

7.Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang

    
beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha, sehingga memilki harta kekayaan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.   
2.3.3  Organisasi Pengelolaan Zakat

           Organisasi Pengelola Zakat adalah instansi yang bergerak dibidang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. Sedangkan definisi Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang No.38 tahun 1999 adalah:

    “Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat.”
Dengan demkian, didalam organisasi pengelola zakat terdapat berbagai jenis dana, diantaranya: 
a. Dana Zakat 



Umumnya terbagi menjadi dua jenis yaitu: zakat maal (harta), dan zakat fitrah (jiwa). Zakat maal wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki harta atau kekayaan yang telah mencapai syarat, seperti nisbah, milik sempurna, dan cukup haul. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu setelah bulan ramadhan.


     Berkaitan dengan masalah akuntansi maka dana zakat dibagi menjadi dua bagian:

1.Dana zakat umum yaitu zakat yang diberikan oleh para muzakki kepada amil zakat tanpa permintaan tertentu.

2.Dana zakat yang dikhususkan yaitu zakat yang diberikan oleh muzakki kepada amil zakat dengan permintaan tertentu.
b. Dana Infaq dan Shodaqoh



Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta untuk dipergunakan dijalan kebaikan yang besarnya tidak ditentukan sebagaimana zakatnya. Sedangkan shodaqoh adalah mempunyai arti yang lebih luas dibandingkan infaq, tidak hanya berasal dari harta, misalnya senyum.



Namun untuk keperluan akuntansi, shodaqoh dianggap sama dengan infaq, baik yang ditentukan penggunaannya maupun tidak. Sehingga dana infaq dan shodaqoh dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Dana infaq atau shodaqoh umum, yaitu: infaq atau shodaqoh yang diberikan oleh para donatur kepada amil zakat tanpa persyaratan apapun.

2. Dana infaq atau shodaqoh khusus, yaitu: infaq atau shodaqoh  yang diberikan oleh para donatur kepada amil zakat dengan berbagai persyaratan tertentu seperti untuk disalurkan kepada wilayah tertentu.

c. Dana Wakaf  


 Definisi wakaf menurut seorang ulama yang bernama Abu Zahra (2002:23), menyatakan bahwa:
       “Menghalangi atau menahan berbuat terhadap sesuatu yang manfaatnya diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan tujuan berbuat kebaikan.”                                                             


Oleh karena itu, wakaf memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan yang lainnya, maka untuk keperluan akuntansi dapat dibuat jenis dana tersendiri, yaitu dana wakaf.

d. Dana Pengelola   


Dalam hal ini adalah dana hak amil yang digunakan untuk membiayai   operasional lembaga. Dana ini dapat bersumber dari:

1.  Dana Zakat.
2. Bagian tertentu dari dana infaq atau shodaqoh.
3. Sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah.
            Yang harus diperhatikan adalah pembentukan suatu jenis dana biasanya disebabkan karena adanya pembatasan terhadap penyaluran atau penggunaannya, bukan karena terhadap penerimanya. Misalnya: dana zakat dibentuk karena adanya pembatasan dari syariah tentang penyalurannya,  yaitu kepada delapan ashnaf.    
            Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Keputusan Menteri Agama No.581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.38 tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan hají No.D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan perundang-undangan diatas, ada dua  jenis organisasi pengelolaan zakat, yaitu :
1.  Badan Amil Zakat (BAZ)

  Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh    pemerintah. Selanjutnya, Badan Amil Zakat memiliki tingkatan sebagai berikut: 

a. Nasional, dibentuk oleh Presiden atas usulan Menteri Agama.

b. Daerah provinsi, dibentuk oleh gubernur atas usulan kepala kantor   wilayah   Departemen Agama provinsi. 

c. Daerah kebupaten dan kota, dibentuk oleh bupati atau wali kota atas usulan kepala Departeman agama kabupaten atau kota.

d. Kecamatan, dibentuk oleh camat atas usulan kepala Kantor Urusan Agama kecamatan.

Kriteria yang harus dipunyai oleh pengurus Badan Amil Zakat yaitu:

a.Memiliki sifat amanah 

b.Mempunyai visi dan misi

c.Berdedikasi

d.Profesional

e.Berintegritas tinggi

f.Mempunyai program kerja

g.Memahami fiqh zakat
Walaupun Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, namun sejak awal proses pembentukannya samapai kepengurusannya harus melibatkan masyarakat. Menurut peraturan hanya posisi sekretaris saja yang berasal dari pejabat Departemen Agama. Dengan demikian masyarakat luas dapat menjadi pengelola BAZ.  

2.  Lembaga Amil Zakat (LAZ)

    Lembaga Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya      dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah dengan     menyesuaikan tingkatan, sebagai berikut:

a.Nasional, dikukuhkan oleh Menteri Agama

b.Daerah provinsi, dikukuhkan oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah Depertemen Agama provinsi.

c.Daerah kabupaten atau kota, dikukuhkan oleh bupati atau walikota atas usul kepala Kantor Depertemen Agama kabupaten atau kota.

d.Kecamatan, dikukhkan oleh camat atas usul kepala Kantor Urusan Agama kecamatan.


   Untuk dikukuhkan pemerintah sebuah Lembaga Amil Zakat harus memenuhi dan melampirkan persyaratan, yaitu:
1. Akte Pendirian.

2. Data muzakki dan mustahiq.

3. Daftar susunan pengurus.

4. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka 
panjang.

5. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.


Hanya Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan oleh pemerintah saja yang diakui bukti zakatnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari para muzakki yang membayarkan dananya. Setelah terbentuk secara resmi, Lembaga Amil Zakat mempunyai kewajiban yang harus dilakukan, yaitu:

1.Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat.

2.Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan.

3.Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit melalui media massa menyerahkan laporan kepada pemerintah.
2.4  Pendayagunaan Dana Zakat

    Berdasarkan Q.S.At-taubah Ayat 60, mengenai mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) ada delapan ashnaf:

 “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.”   
           Pengertian masing-masing kelompok penerima zakat (Mustahiq), diantaranya:
1. Fakir 


 Fakir yaitu orang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah).
2. Miskin

     Miskin yaitu orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya,  meskipun ia mempunyai pekerjaaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya belum mencukupi kebutuhannya.
3. Amil


Amil yaitu organisasi atau panitia yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan, maupun mengelolanya.
4.  Muallaf

     Muallaf yaitu orang yang masih lemah imannya, karena baru memeluk     agama   Islam.
5.  Riqob


  Riqob yaitu budak belian yang harus dimerdekakan. 
6.  Ghorim
 Ghorim yaitu orang yang punya hutang, karena sesuatu kepentingan yang bukan untuk  perbuatan maksiat dan ia tidak mampu untuk membayar atau melunasinya. 
7. Sabilillah


  Sabilillah yaitu usaha atau kegiatan perorangan yang bertujuan untuk menegakkan agama atau meninggikan syiar Islam.
8. Ibnusabil
    Ibnusabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.

2.4.1  Pengertian Pendayagunaan Dana Zakat


       Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus bahasa Indonesia:

a.    Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
b. Pengusaha (tenaga) agar mampu menjalankan tugas dengan  baik.

      Sedangkan menurut Muh. Daud Ali (2005:116), menyatakan bahwa:

 ”Pendayagunaan Dana Zakat merupakan status pekerjaan yang memberi pengaruh serta dapat mendatangkan perubahan yang berarti dan memiliki persyaratan dan prosedur pendayagunaan zakat.”
          Berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Pendayagunaan Dana Zakat merupakan pekerjaan yang mendatangkan manfaat, yang memiliki persyaratan dan prosedur pendayagunaan dana zakat.


Menurut Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Bab V pasal 16 pendayagunaan zakat adalah:

1. ”Hasil pengumpulan zakat didayagunkan untuk mustahiq sesuai     dengan   ketentuan Agama.

2. Pendayagunaan hasil pengumulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.

3. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri.”
         Maka dapat disimpulkan pendayagunaan adalah suatu pekerjaan yang memberikan pengaruh serta dapat mendatangkan perubahan yang berarti.

        Menurut M. Daud Ali (2004:86) pemanfaatan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut:
1. ”Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam hal ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti: zakat fitrah yang diberikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebetuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencan alam.
2. Pendayagunaan yang konsumtif  kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.

3. Pendayagunaan Produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya:kambing, sapi, mesin jahit dan sebagainya. Tujuannya untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.

4. Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan yang mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.” 
2.4.2 Persyaratan dan Prosedur Pendayagunaan Dana Zakat:

2.4.2.1 Persyaratan Pendayagunaan Dana Zakat


Menurut keputusan Menteri Agama RI No.581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

1”Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan ashnaf,  yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, ghorim, sabilillah, dan ibnu   sabil.
2.Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi sangat memerlukan bantuan.

3.Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.” 
            Pendayagunaan hasil pengumpulan dana zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
a.Apabila pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.

b.Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.

c. Mendapat persetujuan dari dewan pertimbangan.
2.4.2.2  Prosedur Pendayagunaan Dana Zakat



Menurut keputusan Menteri Agama RI No.581 tahun 1999 tentang  pelaksanaan Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelola zakat, Bab V pasal 29. Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produkif ditetapkan sebagai berikut:
1.”Melakukan studi kelayakan.

2.Menetapkan jenis usaha produktif.

3.Melakukan bimbingan dan pengeluhan.

4.Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan.

5.Mengadakan evaluasi.

6.Membuat laporan.”
 
2.4.2.3  Penyaluran Dana Zakat Yang Berdayaguna 


Pendayagunaan Zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat (fundraising). Konsep dasar pendayagunaan zakat adalah bagaimana mengubah mustahik menjadi muzakki, dalam arti : 

a. Mengubah Orang miskin menjadi mampu (Fakir, Miskin).
b.Mengubah Orang terbelenggu menjadi bebas (Muallaf, Ghorimin, Riqob, dan Sabilillah).
c.Mengubah orang bodoh menjadi pintar (Ibnusabil).
2.4.2.4  Jenis-Jenis Kegiatan Pendayagunaan Zakat 

A. Berbasis  Sosial

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Ini disebut juga Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif.  Ini adalah bentuk paling sederhana dari penyaluran dana zakat. Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalah antara lain :

· Untuk memenuhi keperluan pokok mustahik

· Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta

· Menyediakan wahana bagi mustahik untuk memperoleh atau meningkatkan pendapatan

· Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang. 
      Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilakukan :

1.Santunan Dana

2. Santunan Non Dana

3.Sarana/Fasilitas umum mustahik

4.Pendampingan Masyarakat
B.
Berbasis Pengembangan Ekonomi


Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha (asset bisnis) kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan  maupun tidak melibatkan mustahik sasaran.  Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi produktif yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan mustahik.
2.4.3  Hubungan Pengendalian Intern Dengan Efektivitas Pendayagunaan      
Dana Zakat
Zakat sebagai solusi yang ditawarkan Islam untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengoptimalkan pendistribusian, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat. Pengendalian Intern sangat penting untuk menciptakan laporan keuangan yang berupa perbaikan pertanggungjawaban manajemen kepada lembaga syariah, pengembangan manajemen yang baik akan menciptakan kinerja yang baik pula, perbaikan perbandingan kinerja antara organisasi sejenis yang diperiksa serta penyajian informasi yang lebih jelas dan informatif, sehingga pendayagunaan dana zakat dapat di lakukan dengan cara efektif dan optimal.
Tanggung jawab pengelolaan program, kegiatan, fungsi, atau organisasi secara ekonomi, efisien, dan efektif terletak pada manajemen. Selanjutnya manajemen dalam hal ini Yayasan Dompet Dhuafa Bandung bertanggung jawab untuk memberikan laporan kinerjanya kepada kaum dhuafa. 
Teori yang menghubungkan Pengendalian Intern dengan Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat.

Menurut Hiro Tugiman (2004:35) tujuan pengendalian intern yang baik yaitu: ”(1). Kegiatan organisasi yang efektif dan efisien. (2). Laporan keuangan yang dapat dipercaya. (3). Kepatuhan terhadap hukum dan aturan. 


Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pendayagunaan dana zakat diatur oleh hukum, yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dengan adanya Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelola Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dengan adanya kepatuhan terhadap hukum dan aturan terhadap pendayagunaan dana zakat dapat berjalan dengan baik dan efektif, akan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Lembaga Amil Zakat (Pengelola Zakat) dan mencerminkan adanya pengendalian intern yang baik pada perusahaan.
2.5 Kerangka Pemikiran


Zakat sebagai solusi yang ditawarkan Islam untuk mengatasi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bukanlah solusi insidental melainkan solusi yang sistematis dan jangka panjang, untuk mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat dibutuhkan adanya Pengelolaan Zakat (amil) yang profesional. (M. Reza:2002)
         Sebelumnya, selain kedudukan dan status hukumnya yang tidak jelas. Lembaga Amil Zakat sering dikatakan tidak professional dalam pengelolaannya, misalnya tidak perlu waktu penuh dalam mengelola dana zakat, tidak perlu memiliki skill manajerial yang baik, semua ini menyebabkan Lembaga Amil Zakat selama ini seolah dikelola dengan manajemen seadanya yang jauh dari prinsip-prinsip professional. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diharapkan mampu mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, karena dikelola secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan zakat untuk mengatasi masalah kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud di Indonesia. 

Di Indonesia Lembaga Amil Zakat telah ada sebelum tahun 1999, berbentuk yayasan, sosial, pondok pesantren,  ataupun bentuk lainnya. Meskipun sudah ada sebelum tahun 1999, Lembaga Amil Zakat di Indonesia masih terkesan tidak professional dalam mengelola dana zakat dan barang kali inilah yang menyebabkan para muzakki (orang yang wajib mengeluarkan zakat) enggan membayar zakat, sehingga potensi dana zakat tidak terkumpul secara optimal yang pada akhirnya mengakibatkan kecilnya dana zakat yang berhasil dihimpun Lembaga Amil Zakat.


Dalam upaya memperbaiki pengelolaan dana zakat di Indonesia menemukan momentum ketika disahkannya Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dalam Bab II Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dinyatakan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dari dua jenis yaitu: Badan Amil Zakat (pasal 6) dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7) dibentuk oleh masyarakat.


Kebutuhan Lembaga Amil Zakat akan pengendalian intern adalah suatu hal yang wajar karena dengan adanya pengendalian intern yang baik merefleksikan adanya praktik manajemen yang baik pula. Adanya manajemen yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat (Iwan Triyuwono:2000). Pengendalian intern terdiri dari prosedur dan kebijakan yang akan dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran perusahaan dapat tercapai (Arens:2005).

Menurut Committee of Sporsoring of Organization of the Treadway Commision (COSO) di sajikan oleh Marshal dan Paul Jhon, Pengendalian intern adalah suatu proses aktivitas operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari proses manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Pengendalian intern terdiri dari 5 komponen, yaitu: 

1.”Control Environment. 

2.Risk Assesment.

3.Control Activities.

4. Information and Communication
5. Monitoring.”

    
  Dalam Bab V pasal 28 ayat 1 UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dinyatakan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

a. “Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq ashnaf yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Sabilillah, dan IbnuSabil.

b.Mendahulukan orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan  dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.

c.Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.” 
 

Dalam jangka panjang diharapkan hal ini dapat meningkatkan kesadaran membayar zakat dan memberi kepercayaan terhadap Lembaga Amil Zakat, sehingga dana zakat bisa dioptimalkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 


Dari beberapa penelitian di atas yang menitik beratkan masalah terhadap pengelolaan dana zakat yang dilakukan orang pengelola dana zakat terdapat kurang antusiasme masyarakat terhadap organisasi pengelolaan zakat sehingga dana zakat yang dikumpulkan setiap orang tersebut belum optimal. Kurangnya optimalisasi pengumpulan dana zakat tersebut bisa juga disebabkan oleh tidak adanya pengendalian intern yang dilakukan oleh organisasi pengelola dana zakat dan juga pengelolaan terhadap dana zakat tersebut belum efektif, sehingga kurangnya kepercayaan dari  masyarakat. Dalam penelitian kali ini penulis mencoba meneliti lebih lanjut masalah pengendalian intern dalam organisasi pengelola dana zakat yang akan berpengaruh terhadap pendayagunaan dana zakat yang bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat dan Organisasi Pengelola Dana Zakat.

Menurut Mila Sartika dalam Jurnal Ekonomi Islam (2008:78), menyatakan bahwa: ”Pendayagunaan dana zakat sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif. Pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan- kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten.’’ 


Hasil Penelitian ini pun didukung oleh adanya hasil penelitian sebelumnya, adapun perbandingannya diuraikan dalam tabel dibawah ini:
Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya
	Nama
	Tahun
	Judul
	Kesimpulan
	Perbedaan
	Persamaan

	Iwan Triyuwono 

Roekhuddin

Dahlia Heryani


Hidayat


	2000

2005

2007

	Praktek pengendalian intern pada Lembaga Amil Zakat yang dilakukan dibidang  Pengendalian intern Lembaga Amil Zakat yang kaitannya dengan efektivitas pendayagunaan dana zakat.
Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat PT. Semen Padang dan Lembaga Amil Zakat Universitas Islam Indonesia.
Manajemen Zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di Malang

	Berdasarkan Penelitian  yang dilakukan menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat akan pengendalian intern adalah hal yang wajar dengan adanya pengendalian intern yang baik akan mereflesikan adanya praktik manajemen yang baik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat.
Berdasarkan Penelitian  yang dilakukan menunjukkan bahwa Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat PT.Semen Padang dan Lembaga Amil Zakat UII berdasarkan nilai dasar tunai dimana pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan dikeluarkan.
Berdasarkan Penelitian  yang dilakukan menunjukkan bahwa manajemen zakat yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di Malang sudah efektif, Walaupun sepenuhnya terealisir terutama yang berhubungan dengan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Aspek pengawasan dan ukuran efektivitas manajemen zakat terutama dari sisi muzakki.   

	-Dalam Penelitian ini di Lembaga Amil Zakat

sedangkan peneliti melakukan di Dompet Dhuafa Bandung.
Dalam Penelitian ini di Lembaga Amil Zakat PT.Semen Padang dan Lembaga Amil Zakat UII.

sedangkan peneliti melakukan di Dompet Dhuafa Bandung.
Dalam Penelitian ini di Lembaga Amil Zakat di Malang

sedangkan peneliti melakukan di Dompet Dhuafa Bandung.

	-Pada metode penelitian yaitu deskriftif dengan pendekatan kualitatif, peneliti juga menggunakan metode yang sama.

-Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan hasil kuesioner.
Pada metode penelitian yaitu deskriftif dengan pendekatan kualitatif, peneliti juga menggunakan metode yang sama.

-Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan hasil kuesioner.
(http://www.

rac.uii.ac.id/

server/documen/publik.pdf)

-Pada metode penelitian yaitu deskriftif dengan pendekatan kualitatif, peneliti juga menggunakan metode yang sama.

-Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan hasil kuesioner.
(http://www.

fai.elcom.umy



       Berdasarkan hal tersebut, maka diketahui bahwa pengaruh pengendalian intern terhadap pendayagunaan dana zakat sangat penting diperusahaan, karena pengendalian intern terhadap pendayagunaan dana zakat ini dapat mengoptimalkan dalam pemberdayaan zakat untuk menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera.



Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian menyusun suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:

	Penyempurnaan Sistem Pengelolaan Zakat



	Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat



	Pengelolaan Zakat Secara Profesional


	Internal Control

Control Environment

Risk Assesment 

Control Activities

Information and Communication Monitoring

	Lembaga Amil Zakat

	Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat











	Hipotesis

Terdapat Pengaruh antara Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat



                Gambar 2.2
                   Bagan Kerangka Pemikiran
2.6  HIPOTESIS


Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini sebagai berikut: ”pengendalian intern berpengaruh terhadap efektivitas pendayagunaan dana zakat.”
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